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Problematika Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan 
Berdasarkan SE.NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015  Di  PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Oleh Dewa Adhi Kusuma, S351402006, Tesis Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Rumusan Masalah penelitian ini adalah mengetahui apa saja problematika 
pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan serta memberikan solusi 
bagaimanakah pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan yang memberikan 
perlindungan hukum baik kepada Debitur dan Kreditur. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Empiris, untuk 
mengetahui apa saja problematika pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan 
di lapangan serta memberikan solusi model pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa 
jaminan yang dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada Kreditur 
maupun Debitur. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja problematika 
yang timbul dari pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan berdasarkan 
SE.NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015, menganalisa dan memberikan solusi 
bagaimanakah seharusnya model pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan 
yang dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada debitur maupun 
kreditur serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini menganalisa apa saja yang menjadi problematika dengan 
adanya kebijakan pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan di lapangan, 
serta menganalisa apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat sudah selaras dengan 
beberapa peraturan yang sudah ada, diantaranya adalah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Fidusia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan yang didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 
No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret tahun 1995 dan Peraturan Bank Indonesia 
Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas  Aktiva Bank Umum. Serta 
apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan sudah selaras dengan 
prinsip kehati-hatian yang ada di dalam perbankan. 
Penelitian ini menyarankan agar Kebijakan Pemberian Kredit Usaha 
Rakyat tanpa jaminan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, selain untuk 
meringankan masyrakat dalam mendapatkan kredit hendaknya pemerintah juga 
tidak boleh mengesampingkan kepentingan kesehatan bank. 









Dewa Adhi Kusuma S351402006. Problems of people’s business lending 
without collateral based SE.NOSE : S.21-DIR/ADK/08/2015 at  PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk. Thesis : Notary Master Degree of Faculty of Law of 
Surakarta Sebelas Maret University. 
Problem Formulation of this research is to know what are the problems of 
people's business credit without collateral and provide solutions for how people's 
business credit without guarantees that provide legal protection to both debtors 
and creditors. 
This study uses empirical legal approach, to find out what are the 
problems of people's business credit without bail in the field and provide model 
solutions people's business credit without collateral to provide legal protection to 
both creditors and debtors 
The purpose of this study was to find out what are the problems that arise 
from people’s business credit without collateral based SE.NOSE : S.21-
DIR/ADK/08/2015, analyze and provide solutions to what should be models of 
people's business credit without collateral to provide better legal protection to 
debtors and creditors as well as to fulfill the final project as a condition of 
obtaining a Master Degree of Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret 
University. 
This study analyzes what became problematic with the policy people's 
business credit without collateral on the field, and analyze whether people's 
business credit has been aligned with some of the existing rules, such as by Law 
No. 4 of 1996 on Mortgage, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, Act 10 of 1998, 
supported by Bank Indonesia Board of Directors Decree No.27 / 162 / KEP / DIR 
dated March 31 1995 and Bank Indonesia Regulation Number 7/2 / PBI / 2005 
concerning Asset Quality Rating for Commercial Banks. And whether the people's 
business credit without collateral already in line with the precautionary principle 
that is in banking. 
This study suggested that the People's Business Lending Policy unsecured 
reconsidered by the government, other than to relieve the people in getting credit 
should also not be ruled out government health interests of the bank. 
 
Keywords : Problematic, Bank Loans, Credit, KUR, Warranty. 
 
 
